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Sumber gambar: 

https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/08/14/usai-hadiri-harjad-ke-74-kalsel-kadis-pupr-kalsel-

tinjau-pembangunan-tugu-0-km/ 

 

Usai menghadiri kegiatan Peringatan Hari Jadi Ke-74 Provinsi Kalimantan 

Selatan ke 74 tahun, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel , Ahmad 

Solhan melakukan peninjauan pembangunan Tugu 0 Km di Banjarmasin.  

Peninjauan pembangunan tugu 0 km turut dihadiri Sekretaris Dinas PUPR Kalsel, 

Andri Fadli, Kepala Bidang Cipta Karya, Yulianti Erlinah Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian, Arinda Kartika Sari dan seluruh pegawai lingkup PUPR.  

Dikesempatannya, Ahmad Solhan mengatakan saat ini progres Tugu Nol 

Kilometer di Banjarmasin sudah mencapai 89 persen. Ikon Kalsel tersebut dipastikan 

selesai tepat waktu sesuai dengan kontrak kerja yaitu pada bulan Desember tahun 2024. 

“Mudah-Mudahan selesai tepat waktu dan masyarakat dapat segera 

menikmatinya,” kata Solhan saat meninjau pembangunan, Selasa (14/8/2024).  

Ia mengatakan setelah melihat kelapangan ternyata pengerjaan masuk tahap 

finishing. Bahkan lift sudah terpasang, namun ketika dinaiki masih secara manual.  

“Pengerjaan tinggal penyempurnaan dan finishing. Kita optimis pengerjaan dapat 

selesai tepat waktu dan akan diresmikan nanti diakhir tahun 2024,” ujarnya.  
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Menurutnya, tinggi bangunan Tugu Nol Kilometer mencapai 99 meter. Namun 

yang bisa dinaiki pengunjung nantinya hanya di ketinggian 66 meter. Selain itu juga 

disediakan stand UMKM dan plaza, baik di dalam maupun di sekitaran tugu.  

“Stand UMKM tidak hanya di sekitaran tugu, tapi juga di dalam tugu hingga lantai 

empat,” tuturnya. 

Ia berharap, keberadaan Tugu Nol Kilometer menjadi ikon baru Kalsel, khususnya 

bagi Kota Banjarmasin.  

“Diharapkan tugu 0 km ini menjadi ikon baru di Kalsel khususnya kota 

Banjarmasin sekaligus menjadi objek wisata,” pungkasnya. 

 

Sumber berita: 

1. https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/08/14/usai-hadiri-harjad-ke-74-kalsel-

kadis-pupr-kalsel-tinjau-pembangunan-tugu-0-km/, 14 Agustus 2024.  

2. https://indonesiakini.go.id/berita/9599974/usai-hadiri-harjad-ke-74-kalsel-kadis-

pupr-kalsel-tinjau-pembangunan-tugu-0-km, 15 Agustus 2024. 

 

Catatan: 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
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Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 


